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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat
dan hidayahNya sehingga dapat disusun Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Penyusunan laporan ini berdasarkan mekanisme penyusunan
laporan layanan informasi publik sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 Peraturan Komisi
Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan sesuai
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik bertujuan sebagai dokumen
laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan
informasi publik kepada masyarakat dan sebagai rencana tindak lanjut untuk meningkatkan
pelayanan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta.

Pada penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan. Kritik, saran dan
masukan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik
di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan dengan baik dan dapat

memberikan manfaat.

Terima kasih.

Jakarta, 15. Maret 2024

Pit. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi DKI Jakarta,

Indra Saputra
NIP 198610122011011018
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I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PUBLIK

1.1 KEBIJAKAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung
nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Informasi Publik
adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang

ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh
informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu
ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang
berakibat pada kepentingan publik. Salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat
informasi yaitu dengan pengelolaan informasi publik.

Dasar Hukum Layanan Informasi Publik yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang
Layanan informasi Publik.

6. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta

P e e e ——
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1.2 KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat melalui
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta yang bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selain melalui pelayanan secara langsung (offfine) pada loket layanan kepegawaian dan
PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, permohonan informasi publik dapat
disampaikan secara online / melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

(https://bkddki.jakarta.go.id/) untuk meningkatkan pelayanan informasi publik.

Tanggung jawab, tugas dan wewenang PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2023
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Visi dan Misi PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu:
Visi
Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak

pemohon informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan vang
berlaku.

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan
bertanggung jawab.

2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.

3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang
pelayanan informasi.

4. Mewujudkan keterbukaan informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.
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IIl. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan oleh PPID BKD
Provinsi DKI Jakarta. Untuk pengelolaan dan pendokumentasian Daftar Informasi Publik (DIP)
dilakukan melalui website https://bkddki.jakarta.go.id/ berkoordinasi dengan PPID Provinsi DKI
Jakarta.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik
dan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta telah mengikuti beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Provinsi DKI
Jakarta dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023,

Kegiatan tersebut antara lain:

1. Penyusunan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4
Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2023,

3. Ikut serta pada webinar yang dilaksanakan oleh PPID dan Komisi Informasi Provinsi sDKI
Jakarta melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, dengan tema sebagai berikut:

1) Bimbingan Teknis perihal Mekanisme Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik
(Rabu, 01 Februari 2023, Pukul 09.00 s.d. selesai).

2) Bimbingan Teknis perihal Penggunaan Sistem Informasi PPID dan Penginputan Daftar
Informasi Publik (DIP), (Jumat, 6 Oktober 2023, Pukul 09.00 s.d. selesai).

3) Webinar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 perihal “Bedah
Monev KIP 2022, Sigap Mempersiapkan Monev 2023” (Kamis, 16 Maret 2023, Pukul
10.00 s.d 12.00).

4) Webinar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 perihal
“Persiapan Monev 2023 Meningkatkan Komitmen Organisasi dalam Implementasi
Keterbukaan Informasi Publik ” (Kamis, 30 Maret 2023, Pukul 10.00 s.d 12.00).

5) Seminar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 perihal
“Peningkatan Praktik Keterbukaan Informasi Publik pada Implementasi Pelayanan
Informasi di Masyarakat™ (Jumat, 17 Maret 2023)

6) Seminar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 perihal
“Mengupas UU KIP, Tantangan dan Peluang di Era Digital” (Kamis, 21 September 2023,
Pukul 13.00 s.d. selesai).
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7) Talkshow Goes to Campus Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalan rangkaian
peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right To Know Day) dengan tema “Undang-
undang Keterbukaan Informasi Publik Upaya Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas
Pengambilan Kebijakan Publik™ (Kamis, 05 Oktober 2023, Pukul 09.00 s.d. selesai).

8) Webinar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 perihal “Cegah
Disinformasi dalam Penyelenggaraan Pemilu melalui Keterbukaan Informasi Publik”
(Kamis, 16 November 2023, Pukul 09.00 s.d. selesai).

4. Peningkatan pelayanan informasi berupa tersedianya desk pelayanan / loket layanan umum
kepegawaian dan PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

5. Pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik pada website Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta : htips.//bkddki.jakarta.go.id/ serta survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan umum kepegawaian dan PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta.

6. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

7. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemprov DKI
Jakarta tahun 2023 melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik
di lingkungan Provinsi DKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa hal yang dilakukan oleh PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta terkait pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, yaitu:

1. Penyusunan Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor
4 Tahun 2023 tentang tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Penyusunan laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2023.

3. Tindak lanjut jawaban permohonan informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi
dikoordinasikan kepada Bidang terkait di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan.

4. Mendokumentasikan hardcopy DIP (Daftar Informasi Publik) dan DIK (Daftar Informasi
yang Dikecualikan) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada lemari
penyimpanan dokumentasi dan melakukan pengarsipan soficopy secara online pada komputer
(folder PPID).
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2.1 SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG
DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah didukung dengan tersedianya fasilitas
sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun fasilitas tersebut, terdiri dari:

1. Ruangan Desk / Me¢ja Layanan Kepegawaian dan Informasi Publik (PPID) BKD Provinsi
DKI Jakarta untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan
informasi publik (foto pada lampiran). Pada ruangan dilengkapi sarana dan prasarana

sebagai berikut:

1) Kursi tamu;

2) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;

3) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
4) 1 (satu) unit telepon;

5) 1 (satu) unit printer;

6) 1 (satu) unit lemari arsip;

2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke
meja Layanan Kepegawaian dan Informasi Publik (PPID) BKD Provinsi DKI Jakarta,
Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9, Blok G, Lantai 20/21, Kelurahan
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110,
melalui telepon/ fax (021) 3823033 dan e-mail : bkdprov@jakarta.go.id.

3. Website resmi PPID BKD Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui url/
link: Attps://bkddki.jakarta.go.id/. Sub menu pada website ini terdiri dari:
1} Sub menu berita (berita seputar BKD Provinsi DKI Jakarta);
2) Sub menu profil (BKD Provinsi DKI Jakarta, Suku Badan, Bidang, Unit Pelaksana
Teknis (UPT)
3) Sub menu statistik
4) Sub menu layanan dan PPID
5) Sub menu unduh

6) Sub menu apps dan lainnya
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2.2 SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI LAYANAN INFORMASI
PUBLIK BESERTA KUALIFIKASINYA

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik,
untuk mempermudah pelaksanaan dan koordinasi antar Bidang pada PPID Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut
pelaksanaan tugas PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh
tim pengelola informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas
PPID,

Pada pelaksanaan tugas harian untuk pelayanan dan mengelola permohonan informasi
publik yang ditujukan kepada pimpinan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta,
sekretariat menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku
PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi lebih baik dengan adanya peningkatan
pengetahuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan peran aktif dalam kegiatan terkait keterbukaan

informasi publik.

2.3 ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN
PENGGUNAANNYA

Pada pelaksanaan kegiatan PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi
Publik dijelaskan bahwa penyediaan dan pemberian pelayanan informasi publik kepada pemohon
informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya/
gratis (pasal 53 ayat 3).

—_— e e e e e =
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[H. RINCIAN PELAYANAN INFORMAS! PUBLIK

Permohonan informasi publik pada tahun 2023 dapat disampaikan secara langsung
melalui desk pelayanan / loket layanan umum kepegawaian dan PPID Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta pada setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, dan secara
online melalui portal / website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
https.//bkddki.jakarta.go.id/.

Petugas data dan informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta akan
membantu pengisian formulir permohonan informasi publik dan memeriksa validitas/
kelengkapan dokumen dan persyaratan untuk permohonan informasi publik yang disampaikan
secara langsung/ tidak tertulis , kemudian pemohon informasi akan diberikan nomor registrasi
permohonan informasi publik secara langsung untuk dapat ditindaklanjuti pada bidang terkait.

Formulir permohonan informasi secara online diisi secara langsung oleh pemohon
informasi pada website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI  Jakarta:
https.//bkddki jakarta.go.id/ (menu : PPID Permohonan Info), dan selanjutnya petugas data dan
informasi akan memeriksa status validitas / kelengkapan dokumen dan persyaratan untuk
diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Semua pelayanan informasi publik pada PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DK1
Jakarta telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
ada. Jika terdapat informasi yang diberikan telah melewati batas waktu / jatuh tempo pelayanan
informasi, maka akan dikonfirmasi/ dikoordinasikan kepada Bidang terkait di Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan PPID Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan

kepada pemohon informasi.

3.1 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2023, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah
melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dengan penyusunan

rekapitulasi data dan laporan pelayanan informasi publik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 38 pemohon informasi publik, dengan
rincian sebanyak 37 pemohon informasi individu (perseorangan) dan 1 pemohon informasi
berbentuk lembaga / badan hukum secara tidak langsung melalui portal/ website Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta : https://bkddki jakarta.go.id/ dan surat permohonan
informasi dari PPID Provinsi DKI Jakarta.
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Jenis permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi kepada PPID Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu : 1 pemohon menanyakan realisasi pengadaan
barang dan jasa pada subbag umum, 1 pemohon menanyakan Rekap e-LHKPN Tahun 2022
(Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) pada subbidang pembinaan, 25 pemohon
menanyakan informasi pada subbid mutasi, 2 pemohon menanyakan informasi pada subbid
perencanaan, 2 pemohon pada subbid pengadaan pegawai, 1 pemohon pada subbid kepangkatan
dan 2 pemohon pada subbid jabatan fungsional.

Dari 38 permohonan informasi kepada PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI

Jakarta telah disampaikan jawabannya kepada pemohon informasi.

Berikut ini hasil rincian Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik PPID Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

L e e e e T m—
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Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DK Jakarta Tahun 2023

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2023
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMAS!
PEMOHON INFORMAS MEKANISME PERMOHONAN JENIS INFORMASI YANG DIMINTA JUMLAH PEAMOHONAN JUMLAH PERMOHONAN
—— YANG DIKABULKAN YANG DITOLAK SEMBKETA
] g : INFURMAS]
i | Bt | Koot | g | Tt | o | L | ot | Tl | Lt | ot | st | ot | o | S

1 JANUAFS 1 1 1 1
2. FEBRUARI 5 5 5 5
3. MARET 2 2 2 2
4. APRIL 1 1 1 1
5. ME! 2 2 2 2
6. JUNI 3 3 3 3
7. JuLl 5 5 5 5
8. ABUSTUS 2 1 3 1 2 3
9. SEPTEMBER 5 B 5 6
. OKTOBER 6 B 6 3
11 NOVEMBER 2 2 2 3
12. DESEMBER 2 2 2 2
JUMLAH 7 1 38 1 7 ]

B S s S e N BN
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3.2 WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK DENGAN KLASIFIKASI TERTENTU

Pelayanan PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dilakukan
secara langsung melalui loket pelayanan kepegawaian dan secara tidak langsung (permohonan
informasi online, email, website bkd : https://bkddki.jakarta.go.id/).

Pelayanan informasi langsung dilaksanakan melalui ruang layanan kepegawaian dan
PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Wakiu penyelesaian permohonan
informasi secara langsung lebih cepat dibanding layanan informasi tidak langsung. Penyelesaian

informasi rata-rata dapat terselesaikan dalam hitungan menit pada hari itu juga.

Gambar 1. Ruang Layanan Umum Kepegawaian dan PPID BKD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian dalam kecepatan
pemenuhan permintaan informasi secara tidak langsung. Rata-rata respon pertama dalam
pemenuhan informasi adalah 1 hari. Contohnya, pemohon informasi A mengajukan informasi
terkait persyaratan mutasi antar instansi yang ia lakukan di hari Senin tanggal 1 Maret, kemudian
petugas informasi BKD merespon permohonan informasi tersebut pada hari berikutnya, 2 Maret.
Respon pertama yang cepat penting dilakukan agar tercipta komunikasi yang baik antara
pemohon dan petugas informasi BKD.

Setelah respon pertama dilakukan, pemenuhan / penyelesaian informasi yang diminta,
terselesaikan dalam waktu yang beragam. Keragaman penyelesaian bergantung pada kecepatan
pejabat administrator, pengawas dan pelaksana merespon / menyelesaikan proses disposisi
informasi tersebut melalui aplikasi e-office (htips://eoffice.jakarta.go.id/ ) Jakarta. Tim PPID
BKD memutuskan untuk menjawab setiap permohonan informasi melalui alur disposisi dari
eselon II sampai ke tingkat pelaksana. Keamanan menjawab informasi menjadi dasar

pertimbangan tersebut.
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Selain respon cepat melalui aplikasi e-office dalam menanggapi disposisi permohonan
informasi tersebut, tingkat kesulitan jawaban informasi yang diminta beragam. Tidak sedikit
informasi yang diminta memerlukan pengolahan data yang kompleks dan melibatkan banyak
pihak.

Berikut ini Mekanisme Pelayanan Informasi Publik PPID Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta :

I. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik ke PPID (BKD Provinsi DKI Jakarta)
dengan mengisi formulir dengan kelengkapan sebagai berikut :

- KTP (Perorangan),
- KTP Pimpinan Organisasi dan
- Akta Notaris / SK Organisasi (Lembaga/Organisasi)

2. Petugas Data & Informasi PPID mencatat / meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas
permohonan informasi publik.

3. Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID akan memproses pemberitahuan
tertulis tentang jawaban informasi publik.

PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan
informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

4. Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan
mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3
hari kerja).

5. Jika informasi belum dikuasai / didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada
pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang.

Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis / jawaban informasi publik,

maka pelayanan informasi publik selesai.

Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik dan/atau jika
permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan

keberatan informasi.

e R e e A e e e e ——
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Gambar 2. Mekanisme Pelavanan Informasi Publik PPID BKD

3.3 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN BAIK
SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Badan Kepegawaian Daecrah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, permintaan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya
berjumlah 38 item.

3.4 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA
ALASANNYA

Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, tidak ada permintaan informasi publik yang ditolak.

E—Ee B T e e D — e [ AT e e
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Badan Kepegawaian Daerah melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan dan
performa sistem informasi PPID kepegawaian di tahun 2023. Terdapat Sembilan unsur
pelayanan yang dinilai, antara lain persyaratan pengajuan informasi, sistem mekanisme dan
prosedur, waktu penyelesaian permintaan informasi, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis layanan,
kompetensi pelaksana dalam memberikan informasi, perilaku pelaksana dalam melayani,
penanganan aduan, serta sarana dan prasarana. Pelaksanaan survei kepuasan dilakukan secara
daring melalui tautan: https://bit.ly/layanan_kepegawaian. Dari total jumlah PNS DKI Jakarta
sebanyak 50.411 orang (sesuai Jisting gaji Desember 2023), sebanyak 3745 orang (7.42%) telah

berpartisipasi dalam pengisian survei kepuasan pelayanan kepegawaian secara daring, dengan

data sebagai berikut:
Tabel 2. Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan BKD Tahun 2023
No Perangkat Daerah oy
Pegawai
I | Bapan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 71
2 | BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 6
3 | BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH 2
4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4
5 | BADAN PENDAPATAN DAERAH 63
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1
7 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1
8 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3
9 | DINAS BINA MARGA 13
10 | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 34
11 | DINAS KEBUDAYAAN 130
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3
13 | DINAS KESEHATAN 1

e SR S e e
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Jumlah
No Perangkat Daerah

Pegawai
14 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN 55
15 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 1
16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13
17 | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 16

DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN

18 | PENDUDUK 46
19 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 22
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 112
21 | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 362
22 | DINAS PENDIDIKAN 1885
23 | DINAS PERHUBUNGAN 249
24 | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA 57
25 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2
26 | DINAS SOSIAL 288
27 | DINAS SUMBER DAYA AIR 35
28 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERG! 59
29 | INSPEKTORAT 2
30 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 147
31 | SEKRETARIAT DAERAH 11
32 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 3
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Jumiah
No Perangkat Daerah
Pegawai
33 | SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRAS| JAKARTA BARAT 1
34 | SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 1
35 | SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 36
TOTAL | 3745

Dari sebaran responden di atas, berikut merupakan hasil rekapitulasi nilai dari survei yang
dilakukan:

Tabel 3. Rekapitulasi Nilai Survei Per Unsur

Jumlah Nilai Per Nilai IKM
No Unsur pelayanan Responden Unsur Per Unsur
Pelayanan Pelayanan
Ul Persyaratan 3745 3.86 A 10.60
U2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3745 3.81 A 10.48
U3 | Waktu Penyelesaian 3745 3.80 A 10.46
U4 | Biaya/Tarif 3745 3.90 A 10.74
U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3745 3.79 A 10.42
U6 | Kompetensi Pelaksana 3745 3.79 A 10.41
U7 | Perilaku Pelaksana 3745 3.80 A 10.44
U8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3745 3.90 A 10.72
U9 | SaranadanPrasarana 3745 3.83 A 10.54
Total Nilai Indeks Kepuasan 94.80
MutuPelayanan A Sangat
Baik

Berdasarkan data di atas didapatkan bahwa total nilai Indeks Kepuasan sebesar 94.80
poin. Nilai ini masuk ke dalam kategori indeks 4 dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.
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Hasil survei ini telah dilaporkan Sekretaris BKD kepada Kepala BKD dengan nota dinas
nomor ¢-0409/KG.00 Tahun 2023 Tentang Laporan Capaian Indikator Program BKD Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2023,sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban BKD dalam

memberikan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta
penilaian dan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik melalui pengisian kuesioner Badan
Publik Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terbuka Tahun
2023. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Desember 2023 telah
mengumumkan hasil monitoring dan evaluasi pada acara “Anugerah Keterbukaan Informasi
Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023” di Balai Agung, Balaikota Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, pada acara tersebut Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta memperoleh Predikat Badan Publik Informatif.

Gambar 3. Presentasi BKD Provinsi DKI Jakarta dalam Aougerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun
2623
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Gambar 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DK Jakarta Menerima Plakat Anugerah Keterbukaan informasi Badan

Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan Kategori Informatif

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMAS! PUBLIK

4.1 JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Pada tahun 2023, tidak ada pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi
kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta..

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN

INFORMASI PUBLIK

5.1 KENDALA EKSTERNAL

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BKD
Provinsi DKI Jakarta, terdapat hambatan dalam kaitannya dengan eksternal organisasi yaitu
pemohon informasi tidak melakukan pencarian terlebih dahulu melalui website BKD terkait
informasi yang dibutuhkan sebelum mengajukan pertanyaan.

5.2 KENDALA INTERNAL

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BKD
Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan internal organisasi,
di antaranya:

1. Sumber Daya Manusia di BKD sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan

pelayanan informasi publik
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2. Pertanyaan-pertanyaan informasi masyarakat melalui media sosial, khususnya Instagram
BKD, belum dijawab secara terstruktur dan maksimal.
3. Sosialisasi standar layanan PPID di lingkungan BKD belum teriaksana.

Vi. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN

KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

6.1 REKOMENDASI

Berdasarkan Penilaian Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023,
pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BKD Provinsi DKI Jakarta mendapat
predikat badan publik informatif.

6.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut ini rencana tindak lanjut PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
pada waktu yang akan datang untuk peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi
publik, yaitu :

1. Perlu dilakukan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi untuk peningkatan pelayanan
informasi publik PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut untuk menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan
informasi masyarakat melalui media sosial, khususnya Instagram BKD supaya dapat
memberikan jawaban secara terstruktur dan maksimal sesuai dengan arahan dan persetujuan
pimpinan.

3. Kegiatan pelayanan informasi publik dapat lebih ditingkatkan lagi dan dapat memaksimalkan
penggunaan pelayanan informasi secara online pada website Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta: https.://bkddki jakarta.go.id/ (menu : PPID Permohonan Info).

4. Perlu dilaksanakan sosialisasi standar pelayanan informasi publik di lingkungan PPID Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan koordinasi dengan PPID
Provinsi DKI Jakarta.

5. Ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan atau webinar yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi
DKI Jakarta dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
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VII. SARAN DAN KESIMPULAN

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dilakukan secara berkala oleh PPID Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan berkoordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta
untuk penginputan pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik selaku PPID Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 supaya
seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan
bahwa Daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di PPID Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dengan baik. Akan tetapi masih perlu peningkatan
kualitas SDM pengelola dan pelayanan informasi publik.

Jakarta, |S..Maret 2024

Disusun oleh Ditetapkan oleh,
Kepala Subbagian Umum Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Tim Pertimbangan PPID i s SR Jlkaida i
Badan Kepegawaian Daerah Selaku Pejabat Ny la Informasi dan Dokumentasi

Provinsi DKI Jakarta,
Ahmad Thoriq NN

NIP 197511081997031001

Mengetahui,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

ia Qibtya
NIP 196507191985032002
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LAMPIRAN

1. WEBSITE/SITUS/PORTAL RESMI (UTAMA)
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Gambar 5. Halaman Muka Web BKD Provinsi DKI Jakarta
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Gambar 6. Halaman kaki Web BKD Provinsi DKi Jakarta
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2. DOKUMEN PUBLIK TERKAIT INFORMASI PUBLIK DAPAT DIUNDUH
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Gambar 7. Dokumen Publik yang Dapat Disvaduh Melalui Web BKD Provinsi DKI Jakarta

3. REKAP JUMLAH PENGUNJUNG/VIEWERS WEBSITE

Home

Users Conversions Event count New users A -

243K 11K 4.2M 238K

= Cusiom = = Preceding period

4 -Dec 31,2023 - View reports snapshot

Gambar B. Jumlak Pengunjeng (Sessions) Situs/Web BKD Proviasi DKI Jakarta

Berdasarkan data Google Analytics Situs BKD (bkddki.jakarta.go.id), jumlah pengunjung
adalah sekitar 243.000 orang di tahun 2023.
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4. REKAP JUMLAH PENGUNDUH/DOWNLOADERS DOKUMEN PUBLIK
TERKAIT INFORMASI PUBLIK

uB[‘ D £5 DERITA W PROFR e STATHT o A TARAN L PR B NG B APPS & LARNYA a

WWTTT s

Uit msdival $ehurun procult i dilinglaungan Permes it ah Provens] DR Jakara, shamsan kg2
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NG  DOKUMEM KETERANGAN HITS
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3 Peogurrunen Kepala Bactan Kepegimsian Do sh Provirs DG Laicxts Nottdr 1 Tehun il Lfjan Kenaitan Pangiat Pervesupian fazah. Peningicatan 2640 &ndhsh
34 Pesnioioan dan Ljian Dinas Tabon 2024
4 Suray Dirskur Kormpereat Apar i SHil Neg's Bacon Kepegaaelan Megara NOMCy Pevjelasan 16t Turangan bhagi Arak Tivi 400
134178 BMLA0RSDC 2023
3 Format Surat Perryatean PP F ormesl Tahos 2020 Toarvat Surat Pertyatass PPPK Formasi Tahun 2023 2016 m
& Peogurmuman Sekretare Deereh Provins DI akara SNomor 3 Tahun 2024 Fember isan Pengadast: Prgres) Prmerintal obngan Peflajion Kevjas ot 2836 & Uy
Linginangan Pevet e Prositel DIO) dakan a Formid Tahun 2003
7 i Hasil § i Pengaciaan PPPK Gurnu 2623 Rekapitolel Hasil Seleksl Kompetersi Pergatiasn PPPK Goru 2023 By N
8 Pengumuman Sexretariat Daeranh Proviesi DI jakants Nomor 2 Tahun 2024 Hrsil Selels Pergnctain Pegmwai Pemerindah dengac Perjanion Keda 1573
Jateaan Fungsions! Guns d Lingkurgsn Pemerintab Provies DR Jakarta
Trwrmasi Tabor 20123

Gambar 9. Jumlah Pengundub Terkait Informasi Publik pada Situs BKD Provinsi DKI Jakarta

5. MEMILIKI WEBSITE ATAU MENU KHUSUS PPID
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PPID - BKD
R Berita Terkail
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Gambar 10. Meau Khusus PPID pada Web BKD Provinsi DRI Jakarta
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6. WEBSITE/SITUS/PORTAL KHUSUS PPID BADAN PUBLIK DAN
MENAMPILKAN KELENGKAPAN PROFIL PPID SESUAI DENGAN SK

23 PPID - BKD
A Berita Terkalt

MOV

PEJARAT PENGELDLA INFORMASI GAN DOKUMENTAS! (PFID)
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI jakarta

W Profil FRID BKD Provins) DKi Jakarta

Pejubat Pergeiol chinry Dol | PP Bacian iac; Diatrwh Prowimsl DT Jakants meropaksn bjung
ombak ped L i of Eaelar ian Deersd Provinai DG ipluarts yaog bevtuges mengelols den

Gambar 11. Profil PPID BKD pada Web BKD Provinsi DKI Jakarta

7. WEBSITE/SITUS/PORTAL KHUSUS PPID MEMILIKI MENU/TOOLS YANG
DAPAT MENERIMA PERMOHONAN INFORMASI DAN PENGAJUAN

KEBERATAN SECARA ONLINE

‘BKD ¥ . 6 MERTTA W RoR =d FTATISTI0 o LETANAN & PO & o T APPS & LABIYA Qa
o tefhagmyvll

PPID - Permohonan Info .
A Berita Terkait

Formulir Perrmohonan Informasi

Gambar 12. Mene Permohonan Informasi pada Web BKD Provinsi DKI Jakarta
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PPID - Keberatan Informasi
26

SEP

M Berita

Tiket Permohonan *

Gambar 13.Menu keberatan Informasi pada Web BKD Provinsi Dhl Jakarta

8. MEMILIKI MEDIA LAIN SEPERTI MEDIA SOSIAL DALAM
MENYAMPAIKAN INFORMASI PUBLIK

BKD DKi JAKARTA OFFICIA

Gambar 14. Akun Youtube Resmi BKD Provinsi DKI1 Jakarta
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9. MEMILIKI AKUN MEDIA SOSIAL FACEBOOK, TWITTER, DAN
INSTAGRAM

| ETAIT T T
T —

Gambar 15. Akun Instagram Resmi BKD Provins: Dk Jakart



10. LAMPIRAN LAIN

O J > -+ PPID > WEBINARPPID > WEBINARPPID 2023 >

T Sort -

View - “as
Name

= 1) Seminar PPID Provinsi_Keterbukaan Informasi Publik_20 Maret2023

~_ 2) Webinar Magnitude_Bedah Monev KIP 2022 Siap 2023_16Maret2023

“ 3) Webinar Magnitude_Persiapan Monev 2023_30Maret2023

~_ 4) Seminar PPID Provinsi_Mengupas UU KIP, Tantangan dan Peluang di Era Digital_21Sept2023

“ . 5) Talkshow_Keterbukaan Informasi Publik_050ktober2023

_ 6) Seminar PPID Provinsi_Cegah Disinformasi dim Pemilu_16Nov2023

Gambar 16. Screenshoot Webinar PPID Provinsi Dki Jakarta Tahun 2023

G J > <+ BIMTEKPPID 2023 > BIMTEKPPID_2023 >

N Sort - = View - see

#

Name

~ 1) Bimtek PPID (Mekanisme Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik)_01Feb2023

~ 2) Bimtek Sistem Informasi PPID_110k12023

Gambar 17, Undangan Bimtek PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
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